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LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG
Nomor : 9 Tahun 1994 ; Serie ¢+ D ; Nomor : 8 ’

—————————————————— e ———————— ——————— e —— T — .
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 1993

TENTANG
USAHA SALON KECANTTKAN & RIAS PENGANTEN

DENGAN RAIIW\T TUIIAN YAnIG MAIIA ESA
BUPATI KEPALA,DAERAH TINGKAT ITI MAGELANG

Menlmbanp : a, bahwa Usaha Salon Kecantikan & Rias Pencar
ten sebagai sarana kebutuhan masyarakat te

lah berkembang dengan'peqat untuk itu dlr“n
dang perlu adanya pengaturan penyelenggara
annya ;

b, bahwa atas dasar hal - hal tersebut diatas
dan pertimbangan ketertiban pengaturan, pe

binaan Usaha Salon Kecantikan & Rias Pen~,n
ten, maka dipandang perlu mengatur dan mene

tapkon dalam Peraturan Daerah

Mengingat : 1, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang-
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2, Undang-undang Nowor 13 Tahun 1950 jo Per
aturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 {en

t” G TR tang Pembentuken Daerah-daerah Kabupaten da
lam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3, Undang-undang Nomor 12/drt Tahun 1957 ten
tang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Poraturan. seesee
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Mengingat : 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat
ot I Jawa Tenmah Nomor 7 [ahun 198/ tentang
Penyerahen sebagian Urusan Pemerintah Pro
pinsi Dacrah Tingkat I Bidang Kepariwisa

taan kepada Daerah Tingkat II ;

5. Keputusan Guberrur Kepala Daersch Tingkat
I Java Tearah Nomor : 556382/1986 tentang
Petunjulk Pelakscnaan Peraturan Daerah Pro

pinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Némor
7 Tahur. 1684 tentang Penyerahan Sebagian '

Urusan Femerintch Propinsi Daerah Tingkat
I Java Tengah delam bidang Kepariwisataan

kepgda Doerch Tingkat II ;

6. Peratnran Dnerah Kabupaten Daerah Tingkat
II lMagelang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Su
sunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pa
riwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Mage
lang 3 2 3 : .

7. Peraturan Doerah Kabupaten Daerah Tingkat

-+ IT Magelang Nomor 5. Tahun 1988 tentang Pe
nyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Kabupatan Deerah Tingkat II Magelang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa
ten Daerah Tingkat 1I Magelang. :

MEMUTUSKAN 9

Menetapkan : FERATIRAY MERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
TT MAGELLNG "ENTANG = USAMA SALON KECANTIKAN

& RTAS PRNGANTSN,
DAY I L
KETENTJAN UMUM

... Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan @
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Pemerintah Daerah ialah PemerintahDacrah Xabupaten
Daerch Vinikat IT l'agelang

Bupati Kepala Dacrah ialah Bupati Kepala Daerah Ting
"kat II Magelang ;

Dewvan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Daerch Tingkat II Magelang ;

Dinas Pariwisata ialah Dinas Pariwisata Kabupaten Dac
rah Tingkat II Magelang ;

Penyidik Pegawai Negeri Sipil ialah Penyidik Pegawal
Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat
IT Magelang ;

Usaha Salon Kecantikan & Rias Penganten ialah tempat
usaha dengan ruang lingkup kegiatan meliputi tata ri
as : muka, rambut, busana dalam rangka pemeliharaan

kecantikan yang bersifat komersial dan terbuka untuk

wmum termasuk rias penganten ;

Ijin ialeh Ijin Usaha Salon KecnntiPanc- ?ia" Pengen
ten dalan Yilayah Kabupaten Daerah Tinzkat IT na~e -
lbng yany dikeluarkan olch Bupati Kepala Daerali Ting
It IT ¥agelang ; =

Pengusaha ialah orang atau Badan Hukum.yananmelakuﬁan
usaha Salon.Kecantlkan.& Rias Penganten.
| ;) S o G,
PERIJIN A N

g

Pasal *2

(1) Setiap Pengusaha yang membuka Usaha Salon Kecantik

an & Rias Penganten di Wilayah Dacrah Tingkat II Ma
gelang dlwajlbkan mendapatkan 1Jin darl Bupatl Kepa
la Daerah ; PV T AL

‘Untuk mendapatkan 1jin sobaguimana dlmaksud ayat(l)
Pasal ini pengusaha harus mengajukan £jin kepada Bu
pati Kepala Daerah melalui.Dings Phrlwisata.

Permohonan ijin sebagaimana dingksud ayat (2) Pasal
ini harus dilampiri i

" a, Foto Copy 1jin aterangan Tempat Usaha,: IJ. D
B
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"b. Foto copy sertifikat tenaga ahli yang disahkan
oleh Pejabat yanz berwenang ; ]

c. Gambar/denab temmot usaha ;

d. Foto copy K1P.

e. Surat perjanjian scewa menyewa bila tempat usa
ha menyewa ; ;

(4) Bentuk dan isi surat ijin ditetapkan oleh Bupati

(2)

Kepala Daerali.
" Pasal 3

‘Bupati Kepala Deerah dapat mengabulkah'atau,‘mendl

lak permohonan ijin sebagaimana dimoksud dalam Pa
sal 2 Peraturan Daerah ini setelah mendapatkan per
timbangan dari Dinas Pariwiseta ;

(2) Untuk dapaE Tfyberikan pertimbangan sebdéaimana di

3)

(1)

maksud aya Paral ini, Dinas-Pariwisata dengan
Dinas/Instansi terkait terlebih dahulu mengadakan

penelitian.administrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2agyat (3), phisik dan lokasi tempat usaha ;

Untuk mendapatkan ijin sebageimana dimaksud Pasal

2 ayat (1) Peraturan Dazerah ini, yang bersangkutan
dikenakan pembayaran biyys ijin scsuni denzun Xla
gifikasi sebarel berikut Pevn A

1. Klas I eebesar Rp. 30,000,-
2. Klas IT sebesar Rp. 20,000,-

3, Klas III sebesar Rp. 15,000,«

Pesal 4

Tjin sebagaimona dimaksud Iasal 2 ayat (1) Peratur
an Daerah ini berloku szjak surat ijin itu ditetap

kan dan selama usaha dimakoud masih berjalan serta

wajib daftar ulang setiap:5 (lima) tahun sekali de

ngan mengajukan permohonan kembali 1 (satu) bulan
sebelum berakhirnya masa penetapan yang lalu.
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(2) Untuk pendaftaran ulang sebagnimana dimaksud ayat (1)
. Pasal ni dikenakan biaya administrasi scbesar @

1. Klas I sebesar Rp. 6.,000,<
2. Klas II sebesar Rp. 4.500,«
3, Klas III sebesar Rp. 3,000,<

BAD III
KETENTUAN TEMPAT USAHA SALON KECANTIKAN & RIAS PENGANTEN

Pasal 5

Usaha Salon Kecantikan 8 rias Penganten harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a. Tempat dan ruangan diatur agar tidak mendorong hal=-
hal negatif, memenuhi nilai etika dan estetika ;

b. Uszha Salon Kecantikan & Rias Penganten,peralatan cer
ta lingkungan dan pekerjaannya harus bersih dan sechat

c. Tersedianya kotak PPPK dan alat pemadam kebakaran =
yang wmemenuhi syarat. )

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

Kewajiban Pengusaha adalah sebagai berikut :

a. Memasang papan nama sedemikian rupa sehingga wudab di
lihat dgp dibaca oleh umun ;

b. Mewberikan pelayanan yang baik dengan sopan j

¢, Menempelkan surat ijin, sertifikat tenaga ahli  yung
dimiliki dan tarip jasa yang wudah dilihat dan didaca

oleh pengunjung.

PQSI\l 7. sesasnan e
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Pasal 7

Pengusaha dilarang ¢

Q.

b.

Melakukan kegialan usahn yarg tidak sesuai dengan Pa
sal 1 huruf f{ Peraturan Daersh ini atau bertentangan

dengan Peraturan Perundungab-undangan yang berlaku ;

Memperkerjakan karyawan dan karyawati yong mempunyai
penyakit atou sedang sakit, baik penyokit menular -

. atau tidak ;
Ce Menggunakan kosmetik yang dilarang dan atau belum -

belum terdaftar olel Femerintah.

BBV
PETAKSANAAN DA'Y PENCAWASAN
Pasal 8

(1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut

(2)

(3)

T

dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II !a
gelang ;

Pengawasan atas Percturan Daerah ini diserghlmn kepa
da Kepala Inspektorat Wilayah, Kepala Dinas Kesechat-
an, Kepala Bagian liukun dan Kepala Dinas Pariwisala
Daerah Kabupcten Deerah Tingkat II Magelang.

Untuk menurjcng kegiatan operasional, kepada pelaksa
no diberikon biaya opepasional yang besarnya diteta
kan oleh Bupnti Zepala Daerah dan dituangkan dalan

Anggaran Pendepaten dan Delanja Daerah Kabupaten Dae
rah Tingkat II Magelang, ' _

BAB VI

.. KETENTUA™ PIDANA DAN PENYIDIKAN
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Paeal 9

(1) Barang siapa tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat

(1), Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 11 Peraturan Daec -
rah ini dikenai kurungan selama~lamanys 3 ( tipa )

bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50,000,-
( 1ima puluh ribu rupiah ).

(2) Tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal

ini adalah pelanggaran ; P

(3) Penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Da

erah ini dilakukan oleh petugas penyidik POLRI -
atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pe
merintah Daerah, yang pengangkatannya, kewenangzn
dan dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuazn Pe
raturan Perundang-undangan yang berlaku.

" Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik seba
gaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini

berwenang ¢

Qe

b.

.. c.

d..

Ce
f.

Ee

Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang ten
tang adanya tindak pidana ; :

Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat -
kejadian serta melakukan pemeriksaan ;

Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pe
ngenal diri tersangka ;

Melakukan penyitaan benda atau surat ;

Mengambil sidik jari'dan memotret tersangka ;
Memanggil seseobang untuk didengar dan diperiksa se
bagal tersangka atau keluarganya ;

Mendatangkan oraeng ahli yang diperlukan dalam hubung
annyo dalam pemerikeaan perkara ;-
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h., Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk da
ri penyidik wmun hahwa tidak terdapat cukup bukti &
peristiwa tersebut bukan merupaken tindak pidana dan
selanjutnya melalui venyidik umum memberitahukan hal
tersebut kepada penuntul uwium atau keluarganya ;

i. Mengadakan tindakan lair menurut hukum yang dapat di
pertanggung jawabken,

DAB VII
FeF ALT'IAN DAN PENUTUP

Pasal 11 (3

Semua Usaba 8alon Kecantikan & Rias Penganton yang
telah ada sebelum berlaunya Peraturan Daerah ini,dalas

waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai
berlakunya Peraturen Daerah ini harus sudah menyesual -
kan sebagaimana diraksud dalam Peraturan Daerzh ini.

. Pasal 12
llal-hal yang belum diatur dalam Peraturagn Dacrah -
ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Dasrah
Tingkat II Magelang sepanjang mengenai pelaksanaannya.
Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundang-
kan,
Agar setiap orarg mengstahuinya memerintahkan pe-
ngundangan Peraturan Ducrah ini dengan pencempatannyn da
lom Lembaran Deerah Vubupaten Daerah Tingkat II Magelang ‘)

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada  tanggal @ 28 Ortober 1994

- ——— W w——— " -.—-----m-““--“

D, P, R, o, BUPATI KEPALA DAERAN TINGKAT II
KABUPATEN DATI IT MAGELANG MAGELANG
KETUL
tta tta
SUGTHARDJG MOHAMAD SOLIININ
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DISBAHKAN

Dengan Keputusan Gubgrnur Kepala Daerah Tingkat I
s axwns Jawa Tengah
Tanggal 21 Pebruari 1994, Nomor : 128,3/53/1994

it L SEKRETARIS WILAYAU/DAERAH TINGEAT 1
e ehde JAWA TENGAH
AL Pj. Kepala Biro Hukum

s tta
SUCI ASTOTO, SH.

Penata Tingkat I
NIP. 010 088 157

-%1.3  Diundangken dalom Lembaran Daerah
:‘Lfi i;”_Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
o 4 :..MI,\.I'omo_'r 9 Tahun 1994, Tanggal 1 Maret 1994
IR P o AR w . Serie D ; Nomor 8

Sekretaris Wilayah/Daerah
tF P R DI

‘r '~,;7_. ’,'_.J' ‘ : | t tad

P IS i Drs, TJUK SUSILO.

NIP, 010 057 057.
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PEFJELASAN
PERATURAN DAERAH KADJPATEN DAEFAH TINGKAT II MAGELANG
NOMO™ & TAHUN 1993

TENTATLDIG
USAHA SALON KECANTII’AN & RIAS PENGANTEN

471, PENJELASAN UMM,

Bahwa dengan semakin weningkatnya perkembangan
disegala bicdang ternyatla dampaknya berpengaruh pula
pada alat=alat modern elektronika dan alat-alat kos ‘.
metik yang sangat besar pengaruhnya terhadap tata ri
as penganten. Tata rias modern baik untuk kebutuhan
umum atau penganten yang kemudian dikenal dengan na

ma Salon Kecantikan & ILias Penganten.

Dimana 3alon Kecentikan & Rias Penganten terkan
dung kegiaten: tata rias busana, tata rias pangkas /
potong rambut;.tata: rias wajah (make up) yang seka-
rang telah dimanferatkan sebagai suatu usaha yang cu
kup baik.

Di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sudzah -
bermunculan salon kecantikan & Rias penganten, untuk
itu perlu ada penataan pengeturan tata tertib tempat
maupun ruang dan tata tertib terhadap tenaga lkerja
agar usaha ini dapat membawe hasil yang haik,

"5éngan ikut tanggung jawabnya Pemerintah dalan
pembinaan dan‘pengaturan maka diharap dari para pe-
ngusaha Salon Kecantikan X Rias Penganten dapat meng
ganti imbal balik jasa dari Pemerintah Daerah yang-
diberiken kepada Pengusaha Salon Kecantikan & Rias -
Penganten,

Tkut keterlibatannye Pemerintah Daerah disam -
ping hal-hal tersebuldiatas dimaksudkan juga dapat
menambah pendapatan dari hasil ijin Salon Keecantikan
& Rias Penganten schingga dari hasil ijin ini Peme-
rintah Daerah ckan dapat mewberikan bimbingan terha
dap pengusaha salon kecantikan & Rias Penganten agar
usahanya d&pﬂt berk(mﬂmn;;.
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II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL : . i

Pasal 1 huruf f ¢ Yang dimaksud dengan rias
penganten adalah kegiatan
meliputi tata rias : muka ,
rambut, busana untuk pengan
ten yang bersifat komersial

Pasal 2 t Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (3) ¢ Yang dimaksud dengan ¢

Kelas I : Salon Kecantikan
& Rias Penganten
dengun jumlah
kursi : 7 keatas

II : Salon Kecantikan
& Rias Penganten
dengan jumlah
kursi 4 s/d 6.
IIT : Salon Kecantikan
& Rias Penganten
dengan  jumlah
kursi 1 s/d 3
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 huruf a. : Cukup jelas.
huruf b, : Demi menjaga kesehatan begi
- karyavan itu sendiri maupun
para kénsumen.
¢, + Culkup jelas.
Pasal 8 ¢ Cukup jelas.
Pasal 9 ¢ Cukup jelas.
Pasal 10 ¢ Cukup jelas.
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Pasal 11 :- Cukup jelas.: .-

e I e o T u——

Pasal 12 : Culup jelas.
“Pasal 13 : Cukup Jelas.

......
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